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BAB III 

Penutup 

 

A. Kesimpulan 

1.  Pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan oleh PT. KAI tidak dijalankan dengan 

maksimal oleh PT. KAI. PT. KAI tidak mengganti kerugian atas barang yang 

hilang karena kecelakaan kereta api dikarenakan perjanjian antara penumpang 

dengan pengangkut merupakan perjanjian pengangkutan. Dalam Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisi ketentuan bahwa kewajiban 

pelaku usaha yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaaan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan. Proses klaim asuransi yang panjang juga mempersulit 

penumpang untuk mendapatkan ganti kerugian. 

2. Ganti kerugian yang diberikan oleh Jasa Raharja kepada penumpang terkait 

kecelakaan kereta api tidak dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab PT. 

KAI, karena uang premi yang dibayar merupakan uang yang berasal dari 

penumpang sendiri. Berbeda dengan asuransi tambahan oleh PT. Jasa Raharja 

Putera yang premi asuransinya dibayar oleh PT. KAI sendiri. 

 

 

 

 



 

 

58 
 

B. Saran 

1. Sebaiknya PT. KAI membuat kebijakan baru mengenai ganti rugi atas barang-

barang yang dibawa penumpang, terlebih apabila kerugian tersebut terjadi 

karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara perkeretaapian. 

2. Sebaiknya PT. KAI mempersingkat birokrasi klaim asuransi sehingga 

memudahkan korban untuk mendapakan ganti kerugian yang disebabkan oleh 

kecelakaan kereta api. 

3. Sebaiknya PT. KAI berusaha  untuk menuangkan kebijakan mengenai uang 

santunan yang diberikan oleh PT. KAI ke dalam Undang-Undang agar sesuai 

dengan asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
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